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Koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem 
perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu 
jasa Koperasi yang sangat dikenal oleh pelaku sector usaha mikro adalah kredit atau 
pemberian pinjaman dana kepada masyarakat. Bank atau koperasi selaku pemberi 
fasilitas kredit tugasnya tidak hanya sekedar melakukan penandatanganan perjanjian 
kredit dan menagih pembayaran angsuran kepada debiturnya tetapi juga memberikan 
bimbingan dan pengarahan, hal itu agar usaha nasabah berhasil sehingga dapat 
mengembalikan hutangnya dengan lancar  Permasalahan yang terjadi pada Koperasi 
Kredit Mekar Sai Bandar Lampung yaitu pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan 
yang tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi 
menunggak dalam satu waktu tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
1) Bagaimana praktik reschedule cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar 
Lampung?, dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap reschedule cicilan di 
KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung?. Adapun tujuan dari penelitian 
ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik reschedule cicilan di KSP Koperasi Kredit 
Mekar Sai Bandar Lampung, dan 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam 
terhadap reschedule cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung. 
Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analisis, 
dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada 
karyawan dan anggota Koperasi Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung, data sekunder 
yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan dan anggota KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar 
Lampung yang berhubungan dengan reschedule cicilan. Analisis dengan melakukan 
analisis kualitatif menggunakan metode cara berfikir induktif. Hasil penelitian telah 
diperoleh bahwa bentuk akad rescheduling pada pembiayaan cicilan Di KSP Kopdit 
Mekar Sai Bandar Lampung tetap menggunakan akad biaya cicilan yaitu pihak KSP 
tidak merubah akad hanya memperbaharui akad yang lama dengan akad yang baru 
karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah 
cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan cicilan tanpa menambah jumlah 
pembiayaannya. Dalam tinjauan hukum Islam mekanisme restrukturisasi pada 
pembiayaan cicilan dengan cara penjadwalan kembali (reschudeling) yaitu 
memberikan jangka waktu pelunasan dan perubahan cicilan itu diperbolehkan karena 
sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 dan juga selaras dengan fatwa DSN No. 














Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk 
ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga 
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do’a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak 
terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat ayah dan mama bangga. 
2. Untuk Saudara-Saudaraku tercinta, yang sudah memberi dorongan semangat, 
do’a, dan dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga. 
3. Untuk seluruh keluarga besarku baik yang ada di Bandar Lampung, maupun di 
luar Bandar Lampung atas segala do’a dan kasih sayang, dukungan dan motivasi 
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                
           
Artinya: “Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 
melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. 
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A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi maka akan 
diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi 
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESCHEDULE CICILAN 
Studi Kasus Di Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)”. Adapun 
istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Tinjauan 




2. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 
Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 
diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang 
beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam 
adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian  hukum 
Islam menurut ta‟rif ini mencakup hukum syara‟ dan juga mencakup 
hukum fiqh, karena arti syara‟ dan fiqh terkandung di dalamnya.
2
  
Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat 
teologis. Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
Cetakan Keempat,( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470 
2
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17-18 
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Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia 
dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang membedakannya dengan hukum 




Reschedule yaitu  perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah,
4
 
yaitu suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. 
Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu 




Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Angsuran yaitu 
uang yang dipakai untuk mengangsur atau cicilan. Angsuran adalah uang 
yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedkit atau tidak sekaligus, 
seperti untuk pembayaran hutang, pajak dan sebagainya.
6
 
5. Koperasi Kredit Mekar Sai  
Koperasi Kredit Mekar Sai adalah salah satu koperasi konvensional 
yang terdapat di Jl. Ir juanda No. 74, pahoman Bandar lampung, Lampung. 
Koperasi ini bergerak dalam bidang simpan pinjam yang mempunyai 
nasabah dari berbagai kalangan. Didirikan pada tanggal 27 Januari 1992, 
lahir dari keprihatinan dan  kesejahteraan masyarakat. 
 
                                                             
3
Muhammad Syukri Albani, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 57. 
4
Wangsawidjaya, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama 2012), h. 
448. 
5
Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2015), 
h. 98. 
6
http://eprints.walisongo.ac.id/7244/3/BAB%20II.pdf, diaksespada 20 februari 2020pukul 
15.30 WIB.  
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B.   Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan memilih dan menentukan judul Skripsi ini antara lain 
sebagai berikut : 
1. Secara Objektif 
Mengingat perkembangan zaman yang demikian pesat maka persoalan 
muamalah juga berkembang, sehingga perlu memahami dengan benar 
sistem pinjaman atau kredit pada zaman sekarang ini, lebih spesifikasinya 
tentang Reschedule Cicilan yang terjadi pada Koperasi Kredit Mekar Sai 
Bandar Lampung, yang mana pada Koperasi tersebut menjadi salah satu 
tempat yang dituju oleh masyarakat Bandar Lampung. 
2. Secara Subjektif 
 Ditinjau dari aspek bahasan, kajian judul skripsi ini sesuai dengan 
disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam bidang Muamalah Fakultas 
Syari‟ah Universitas IslamNegeri RadenIntan Lampung serta didukung 
oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
C. Latar Belakang Masalah 
Lembaga keuangan ada 2 jenis yaitu lembaga keuangan bank dan bukan 
bank.
7
 Lembaga keuangan bank dan bukan bank bertindak sebagai lembaga 
yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabah dan lembaga keuangan inilah 
yang memfasilitasi peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari 
investor dikumpulkan dalam bentuk pinjaman uang kepada yang 
                                                             
7




membutuhkan. Lembaga keuangan yang ada, terdapat salah satu lembaga 




Koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun 
sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 
Adapun dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memainkan peranan yang 
sangat penting bagi terwujudnya sistem perekonomian yang menjamin 
pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik bagi orang-orang yang menjadi 1 
anggota koperasi maupun bagi anggota masyarakat pada umumnya.
9
 
Partisipasi para anggota sangat berpengaruh dan menentukan keberhasilan 
koperasi, karena partisipasi anggota merupakan unsur terpentingdan paling 
utama dalam mencapai keberhasilan koperasi. Secara umum, berdasar jenis 
usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba 
Usaha (KSU), Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi. Sedangkan 
berdasar keanggotaannya Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Sekolah dan Koperasi Mahasiswa
10
. 
Salah satu jasa Koperasi yang sangat dikenal oleh pelaku sector usaha 
mikro adalah kredit atau pemberian pinjaman dana kepada masyarakat. Bank 
atau koperasi selaku pemberi fasilitas kredit tugasnya tidak hanya sekedar 
melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan menagih pembayaran 
angsuran kepada debiturnya tetapi juga memberikan bimbingan dan 




Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia Edisi Pertama, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 
2012), h. 9. 
10
 Ibid, h. 3. 
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pengarahan, hal itu agar usaha nasabah berhasil sehingga dapat 
mengembalikan hutangnya dengan lancar.
11
 
Adapun dalam Islam koperasi tergolong sebagai kerjasama dalam bisnis 
syariah yang termasuk dalam akad musyarakah (syirkah). Kata syirkah dalam 
bahasa Arab berasal dari kata syarika, yasyraku, syarikatan yang berarti 
persekutuan atau persyarikatan. Secara istilah, syirkah merupakan 
perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang didorong oleh 
kesadaran untuk meraih keuntungan.
12
 Syirkah juga diartikan sebagai suatu 
badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan suka rela 
atas dasar persamaan hak, kerjasama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 
para anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dalam Al-Qur‟an 
surah Al-Maidah ayat 2:  
                      
                           
                  
               
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
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Kegiatan koperasi juga telah diatur oleh Pemerintah dengan 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah  No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yaitu “Koperasi Simpan Pinjam adalah 
koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.”
14
 Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha 
mendapatkan dana dari anggota koperasi dan menyalurkannya kembali untuk 
kepentingan anggota koperasi melalui sistem simpan pinjam. 
Pinjaman uang dalam hukum Islam diartikan sebagai Qardh (Hutang 
Piutang) yaitu akad antara dua pihak dimana satu pihak menyerahkan 
hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta 
mengembalikan kepada miliknya dengan nilai yang sama. Hutang pihutang 
dalam Islam berdasarkan QS Al-Baqarahayat 245:  
                 
         
Artinya: “Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman 
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 
melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 




Pembayaran atas pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam, pada 
dasarnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan waktu 
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yang ditetapkan atau disepakati, pembayaran dari pinjaman tersebut 
dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sebagaimana disebutkan dalam 
perjanjian pembiayaan atau peminjaman. Adapun pada saat mengangsur 
pembayaran pembiayaan atau peminjaman tersebut, adakalanya anggota 
mengalami kendala pembayaran sehingga angsuran yang harusnya ia bayar 
setiap bulan menjadi terlambat. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam 
perjanjian pinjaman dana antara lain terjadi karena pembayaran dana tersebut 
berjalan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kurang lancar, bahkan macet 
sama sekali sehingga merugikan koperasi selaku pemberi pinjaman.
16
 
Permasalahan yang terjadi pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar 
Lampung yaitu pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang tidak 
menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi 
menunggak dalam satu waktu tertentu. Apabila terdapat nasabah yang macet 
dalam melakukan pembayaran, pihak Koperasi akan memberikan dispensasi 
waktu jika nasabah memang belum memiliki uang untuk membayar angsuran.  
Berdasarkan uraian atas makaperlu untuk diadakan penelitian yang lebih 
jelas mengenai sistem Reschedule Cicilan yang terjadi di Koperasi Kredit 
Mekar Sai, juga untuk dapat memberikan pemahaman serta membantu 
meringankan kekhawatiran kepadanasabah. Penelitian ini berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Reschedule Cicilan (Studi di Koperasi Kredit 
Mekar Sai Bandar Lampung)”. 
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D. Fokus Penelitian 
Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut: 
1. Fokus penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Reschedule 
Cicilan atau Kredit. 
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup di Koperasi Kredit 
Mekar Sai Bandar Lampung 
E. Rumusan Masalah 
Adapun Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik reschedule cicilan di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai 
Bandar Lampung? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap reschedule cicilan di KSP 
Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung? 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun Tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui praktik reschedule cicilan di KSP Koperasi Kredit 
Mekar Sai Bandar Lampung. 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap reschedule cicilan di 
KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung. 
G. Signifikasi Penelitian/Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu 
pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi 
para akademisi yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai bentuk 
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kegiatan lain yang diindikasi memiliki kemiripan dengan taruhan yang ada 
dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Manfaat Praktisi 
a. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 
khasanah ilmu pengetahuan tentang akad, dan cicilan/kredit 
b. Bagi KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung , diharapkan 
memberikan kebijakan yang lebih agar tidak terjadi hal yang 
merugikan suatu pihak, sehingga dapat meningkatkan kemajuan KSP 
Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. 
Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang 
bersifat deskriptif dan cendrung menggunakan analisis, serta proses dan 
makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode 
tersebut akan disebarkan sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan 
(Field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan 
atau di responden.
17
 Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk 
memperoleh data atau informasi secara sebagai pendukung penelitian, 
dimana peneliti ingin mengetahui fenomena tinjauan hukum islam 
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terhadap reschedule cicilan pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar 
Lampung. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan 
berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang 
bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, 
yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, 
menganalisis, dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang saat ini 
terjadi.
18
 Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara 
tepat mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap reschedule 
cicilan pada Koperasi kredit Mekar Sai Bandar Lampung. 
2. Sumber Data Penelitian 
Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan Hukum 
terhadap reschedule Cicilan pada Koperasi KSP Koperasi Kredit Mekar 
Sai Bandar Lampung. Oleh karena itu sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama (biasanya dapat melalu wawacara, angket, pendapat dan 
lain-lain).
19
 Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-
pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik Reschedule Cicilan di 
KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar lampung, data primer ini 
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berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan dari peneliti/hasil 
wawancara berdasarkan jawaban masing-masing informan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data. Data sekuder yang diperoleh peneliti 
dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan 
langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan 




3. Metode Pengumpulan Data 
Adapun dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, 
digunakan beberapa metode, yaitu; 
 
a. Observasi 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek 
penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk 
keperluan tersebut.
21
 Observasi dilakukan secara langsung fenomena 
yang terjadi di lapangan. 
b. Wawancara 
Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
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mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang 
bersangkutan.Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk 
diajukan secara langsung yang terjadi pada praktik reschedule cicilan 
di KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung. 
c. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 
majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.
22
 
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 
struktur organisasi serta peran dan tugas dari masing-masing 
karyawan Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: 
obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentuyang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah sebagian 
nasabah di Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung serta  
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b. Sampel  
Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili 
populasi.
23
 Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila 
subjek kurangi dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga 
penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjek besar maka 
diambil 10-15%  atau 20-25%. Sampel yang diambil oleh penulis 
adalah sebanyak 12% dari jumlah populasi yaitu 3 nasabah dan 7 
anggota karyawan Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung. Jadi 
sampel dari populasi penelitian ini berjumlah 10 orang. 
5. Metode Pengolahan Data 
Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data 
dilakukan dengan cara: 
 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh 
terutama dari kelengkapanya, kejelasan maksa, kesesuaian serta 
relevansinya dengan data lain 
b. Sistematisasi data (Systematizing) 
Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.  
6. Metode Analisa Data 
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Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis 
dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode 
induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-
peristiwa yang konkrit, kemudian dari  fakta tersebut ditarik kesimpulan 
yang bersifat umum.
24
 Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan 
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Reschedule Cicilan yang ada 
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A. Kajian Teori 
1. Akad Dalam Islam 
a. Pengertian Akad 
Lafad akad berasal dari bahasa Arab al-„aqd yang artinya 
perikatan, perjanjian dan mufakat. Menurut bahasa aqad 
mempunyai beberapa arti antara lain: 
1) Mengikat 
يَُشذُّ أََحُذ ٌَُما بِاأْلََخِش َحتَّّ يَتَِّصالَ  َ َسفَْي َحْبهَْيِه  َ َُ َجْمُع طَ ٌُ َ ْبظُ :  اَنشَّ
اِحَذةٍ  َ  فَيُْصبَِحا َكقِْطَعٍت 
“Rabath (mengikat) yaitu: mengumpulkan dua tepi tali dan 
mengikat salah satunya dengan yang lain hingga tersambung, 
lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda“. 
 
2) Sambungan 
ثِقٍُُمَ  َُ يُ َ ِصُم انَِّزِ يُْمِسُكٍَُما  ُْ ااَْنَم  




3) Janji  
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Menurut terminology ulama‟ fiqh, akad dapat ditinjau dari dua 
segi yaitu:  
 
 
1) Secara Umum 
Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang 
berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, 
pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya 
membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, sewa 
menyewa, perwakilan dan gadai. 
2) Secara Khusus  
Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul 




b. Dasar Hukum Akad 
Surah Al-Maidah (5) Ayat 1 : 
                             
           
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
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Surah Al-Imran (3) Ayat 76 : 
                
 “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji 
(yang dibuat) nya [207] dan bertakwa, Maka Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”
29
 
c. Rukun Dan Syarat Akad 
1) Rukun-Rukun Akad 
a) Aqid (orang yang berakad) terkadang masing-masing pihak 
terdiri dari seorang saja, dan kadangkala dari beberapa 
orang. 
b)  Ma‟qud Alayh (sesuatu yang diakadkan) adalah benda 
yang menjadi obyek akad. 
c)  Shigat Al-aqd, yaitu ijab dan qabul (ucapan yang 
menunjukkan kehendak kedua belah pihak).
30
 
2) Syarat-Syarat Akad 
Ada beberapa macam syarat akad yaitu syarat terjadinya 
akad, syarat sah, syarat pelaksanaan dan syarat kepastian. 
a) Syarat Terjadinya Akad 





Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDIT), Brieface Book Edukasi 




Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang 
disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara‟. Jika tidak 
memenuhi syarat tersebut, maka akad menjadi batal. 
Syarat ini terbagi atas dua bagian:  
(1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap 
akad  
(2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada 
sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian 
lainnya. 
b) Syarat Sah Akad  
Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan 
syara‟ untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak 
terpenuhi, akad tersebut rusak. 
c) Syarat Pelaksanaan Akad  
Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan 
dan kekuasaan.Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki 
oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-
apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara‟.Adapun 
kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf 
sesuai dengan ketetapan syara‟, baik secara asli, yakni 
dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian 




(1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang 
yang berakad, jika dijadikan, maka sangat bergantung 
kepada izin pemiliknya yang asli. 
(2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan 
kepemilikan orang lain. 
d. Perubahan Akad 
Berkaitan dengan sifat akad  sebagai akad yang bersifat 
amanah, yang imbalannya hanya mengaharap ridho dari Allah 
Swt, para ulama fiqh juga membahas kemungkinan perubahan sifat 
akad  dari sifat amanah menjadi sifat adh-dhaman (ganti rugi). 
Para ulama fiqh mengemukakan beberapa kemungkinan tentang 
hal ini, antara lain: 
1) Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Apabila 
seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak 
berusaha mencegahnya, padahal ia mampu, maka ia dianggap 
melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu 
merupakan kewajiban baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan 
ganti rugi (adh-dhaman). 
2) Uang itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak 
ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi 
tanggung jawabnya. Apabila uang itu hilang atau rusak, dalam 
kasus seperti ini orang yang dititipi dikenakan ganti rugi 
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3) Uang itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam kaitan 
ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila orang 
yang dititipi barang itu menggunakan barang titipan dan setelah 
ia gunakan barang itu kemudian rusak, maka orang yang dititipi 
wajib membayar ganti rugi. 
4) Orang yang dititipi uang mengingkari. Apabila pemilik barang 
meminta kembali barang titipannya pada orang yang ia titipi, 
lalu orang yang disebut terakhir itu mengingkarinya atau ia 
sembunyikan, sedangkan ia mampu untuk mengembalikannya, 
maka ia dikenakan ganti rugi 
e. Wanprestasi Akad Dalam Hukum Islam 
Dalam suatu perjanjian atau kontrak tentu terdapat dua 
macam subyek yaitu pihak yang berhutang atau disebut kreditur 
dan pihak yang memberikan pihutang atau disebut debitur. 
Kreditur adalah orang yang mempunyai pihutang karena perjanjian 
atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. 
Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai hutang 
karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat 
ditagih di muka pengadilan. Apabila pihak debitur tidak memenuhi 
prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam 
kontrak/perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan 
wanprestasi. Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum 
perdata di Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cidera 
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janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata ‚wan‛ yang artinya 
tidak ada, kata ‚prestasi‛. yang diartikan prestasi/kewajiban. 
Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa 
juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi. Menurut Pasal 1234 KUH 
Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang 
mengerahkan sesuatu. Sebaliknya dianggap wanprestasi atau lalai 
dalam Pasal 1238 disebutkan : Si berhutang adalah lalai, apabila ia 
dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah 
dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini 
menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan 
lewatnya waktu yang ditentukan. 
Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan 
bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus 
ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena 
perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. 
Prof. Subekti, SH menyatakan bahwa wanprestasi seorang debitur 
dapat berupa empat macam, yaitu : 
1) Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilakukannya 
2) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 
sebagaimana yang diperjanjikan. 
3) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat 
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4) Debitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 
boleh dilakukannya. 
R. Setiawan dalam bukunya menyatakan bahwa pada 
debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia 
tidak melaksanakan kewajibannya tersebut karena keadaan 
memaksa (overmacht), maka debitur dianggap melakukan ingkar 
janji. Ada tiga bentuk ingkar janji yaitu : 
1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal ini debitur 
dapat segera dituntut ganti rugi tanpa penetapan lalai. 
2) Terlambat memenuhi prestasi, tanpa penetapan lalai. Debitur 
dapat dibebani ganti rugi setelah ada ketetapan yang berupa 
ketentuan waktu pembayaran. 
3) Memenuhi secara tidak baik (keliru melaksanakan perjanjian). 
Dalam hal ini Hoge Raad berpendapat seperti yang dikutip 
R.Setiawan, bahwa jika debitur keliru melaksanakan 
prestasinya, tidak diperlukan penetapan lalai. 
f. Berakhirnya Akad  
Para ulama‟ fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir 
apabila: 
1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki 
tenggang waktu. 
2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu 
sifatnya tidak mengikat. 
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3)  Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap 
berakhir apabila: 
(a) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan pada 
salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 
(b) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah. 
(c) Akad yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. 
(d)  Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna. 
4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam 
hubungan ini, para ulama‟ fiqh menyatakan bahwa tidak semua 
akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang 
melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya 
salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah 
akad al-ijarah (sewa menyewa), ar-rahn, al-kafalah, asy-
syirkah, al-wakalah dan al-muzara‟ah. Akad juga akan 
berakhir dalam bai‟ al-fuduli (suatu bentuk jual beli yang 
keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) 
apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.
31
 
2. Akad Murabahah 
a. Pengertian Murabahah 
Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha‟ sebagai 
penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (cost) barang 
tersebut ditambah margin (mark-up) keuntungan yang disepakati. 
                                                             
31




Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu 
kepada pembeli mengenai harga pembelian produk dan 




Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 
No. 102 tentang akuntansi murabahah dijelaskan bahwa murabahah 
adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan 
ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 
mengucapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.
33
 
Sedangkan bai‟ bisaman ajil adalah pembiayaan berupa 
talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu 
barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana 
tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai 
lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. 
Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli 
dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.
34
 
Jadi, murabahah adalah akad jual beli barang dengan 
mengatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 
disepakati oleh penjual dan pembeli.Pembayaran murabahah dapat 
dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga 
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diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara 
pembayaran yang berbeda.  
Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan 
barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad) 




Pada perjanjian murabahah, bank atau dalam hal ini 
lembaga keuangan membiayai pembelian barang atau asset yang 
dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang itu dari pemasok 
barang kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan 
menambahkan suatu keuntungan (margin). Dengan kata lain 




1) Dasar Hukum Murabahah 
(a) Al-Qur‟an  
Surah an-Nisa‟ (4) ayat 29: 
                  
           
     
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
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dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh 






Surah al-Baqarah (2) ayat 280: 
                
   
“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 
Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih 
baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 
 
Surah al-Baqarah (2) ayat 283: 
              
                  
                  
  
 
“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpihutang). akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
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menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.”. 
 
(b) Hadist 
ثَىَا  اس. َحذَّ ثَىَا بِْشُش ْبه ثَابٍِت انبَزَّ ثَىَا اْنَحَسْه بُه َعهِّي اْنَخالَّل ُ. َحذَّ َحذَّ
َد، َعْه  َُ ِحْيِم( ْبِه َدا ْحَمِه )َعْبِذ انشَّ وَْصُش ْبه انقَاِسِم، َعْه َعْبِذ انشَّ
ًِ، قاَل َ َصانِِح ْبِه ُصٍَْيٍب، َعْه أَْبيِ  ًِ َّّ اهللا َعهَْي ُل اهللا َصه ُْ : قال َسُس
أَْخالَطُ اْنبَشِّ  َ َّ أََجٍم، َاْنُمقَاَسَضتُ  ٍِهَّ اْنبََشَكتُ، اْنبَْيُع إِن َسهََّم، ثاَلَُث فِْي
ِعْيِش نِْهبَْيِت، الَ نِْهبَْيعِ   .بِانشِّ
”Diriwayatkan oleh Hasan bin Ali al-Khallal. 
Diriwayatkan oleh Bisyru bin Tsabit al-Bazzar. 
Diriwayatkan oleh Nashr bin Qasim, dari „Abdir Rahman 
bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib ra, dari ayahnya 
berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang 
didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, 
muqaradah (muarabah), dan mencampur gandum dengan 
tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual 
(HR. Ibnu Majah)”. 
 
b. Syarat dan Rukun Murabahah 
1. Rukun-Rukun Murabahah 
Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli memiliki 
rukun yang harus dipenuhi, sehingga murabahah dapat dikatakan 
sah menurut syari‟at dan rukun dari murabahah itu sendiri adalah 
sebagai berikut: 
(a) Bai‟ (penjual)  
Dalam hal ini penjual adalah supplier yakni pihak yang 
mempunyai barang yang dijadikan dalam transaksi. 
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(b) Musytary Awal (Pembeli Pertama) 
Yang dimaksud dengan Musytari Awal adalah pihak bank 
yang akan melaksanakan transaksi dengan pembeli kedua 
(nasabah). 
(c)   Musytary Sani( Pembeli Kedua) 
Pembeli kedua merupakan pihak yang memerlukan barang dan 
pihak yang akanmenjadi pembeli dari pembeli pertama. 
(d)   Ma‟qud „alayh (Obyek Jual Beli)  
Merupakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli kedua dan 
barang yang akan dijadikan obyek dalam transaksi ini. 
(e)  Shigat Ijab Qabul (Ucapan Serah Terima) 
Shigat ijab qabul merupakan perkataan serah terima dari 
penjual dan pembeli, dalam hal ini pihak bank dan nasabah dan 
ini merupakan inti dari semuanya.
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2. Syarat-syarat Murabahah 
Yang dimaksud dengan syarat dalam jual beli murabahah 
ialah sesuatu yang menjadi sebab terealisasinya transaksi 
murabahah. Adapun syarat-syarat murabahah adalah: 
a) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah 
b) Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang telah 
ditetapkan 
c) Kontrak harus bebas dari riba 
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d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat 
atas barang sesudah pembelian 
e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 
Pada dasarnya semua rukun dan syarat murabahah di atas 
dapat terealisasikan jika barang atau produk yang telah dikuasai 
atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan kontrak. 
Apabila barang atau produk tidak dimiliki oleh penjual saat itu, 
maka sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan 
pembelian (murabahah  KPP). Hal ini dinamakan demikian karena 
si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi 
kebutuhan si pembeli yang memesannya.
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3. Macam-macam Pembiayaan Murabahah 
Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 
a) Murabahah Tanpa Pesanan 
Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang 
pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, Bank Syariah tetap 
menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada 
murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung ada 
tidaknya pesanan atau pembeli. Dalam murabahah tanpa 
pesanan, Bank Syariah menyediakan barang atau persediaan 
barang yang akan diperjualbelikan dilakukantanpa 
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memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga 
proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli 
murabahah dilakukan. 
b) Murabahah Berdasarkan Pesanan 
Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya Bank 
Syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual 
beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga 
penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada 
murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau 
terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang 
tersebut.
39
 Dalam hal ini, penjual boleh meminta pembayaran 
hamis gadiyah, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini 
sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila 
kemudian penjual telah membeli, sedangkan si pembeli 
membatalkannya karena tidak sesuai dengan pesanan awal, 
maka pembayaran hamis gadiyah dapat digunakan untuk 
menutup kerugian. Dan bila jumlahnya lebih kecil dari 
kerugian maka penjual dapat meminta kekurangannya. 
Sebaliknya, bila berlebih maka pembeli berhak atas kelebihan 
itu.
40
 Jadi pemesan di dalam murabahah berdasarkan pesanan, 
bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat. 
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c. Perubahan Dalam Akad Murabahah 
1) Ketentuan Umum Murabahah pada Bank Syariah 
a) Jaminan 
Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau 
syarat mutlak dipenuhi dalam murabahah, demikian juga 
dalam murabahah KPP. Jaminan dimaksudkan untuk 
menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. 
Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta 
kepada si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan 
(rahn) untuk dipegangnya.Dalam teknis operasionalnya, 
barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu 
jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran hutang. 
b) Hutang dalam Murabahah 
Secara prinsip, penyelesaian hutang si pemesan 
dalam transaksi murabahah KPP tidak ada kaitannya 
dengan transaksi lain yang dilakukan oleh si pemesan 
kapada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah 
si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan 
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban 
menyelesaikan hutangnya kepada si pembeli. Jika pemesan 
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menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya 
berakhir, ia wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
Seandainya 33 penjualan aset tersebut merugi, contohnya 
kalau nasabah adalah penjual juga, pemesan harus tetap 
menyelesaikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan 
awal. Hal ini karena transaksi penjualan lepada pihak ketiga 
yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar 
terpisah dari akad murabahah pertama dengan bank. 
c) Penundaan pembayaran oleh debitur mampu 
Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan 
ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalan 
murabahah ini. Bila seorang pemesan menunda 
penyeslesaian hutang tersebut, pembeli dapat mengambil 
tindakan yaitu mengambil prosedur hukum untuk 
mendapatkan kembali hutang itu dan mengklaim kerugian 
finansial yang terjadi akibat penundaan. 
d) Bangkrut  
Jika pemesan yang berhutang dianggap pailit dan 
gagal menyelesaikan hutangnya karena benar-benar tidak 
mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan 
ia mampu. Kreditor harus menunda tagihan hutang sampai 
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ia menjadi sanggup kembali.
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 Dalam melakukan jual beli 
murabahah, bank Syariah harus memberitahukan secara 
jujur kepada pembeli (nasabah) tentang harga pokok barang 
terkait dengan biaya-biaya yang diperlukan.Hal tersebut 
jelas dan tegas tercantum dalam Fatwa DSN No. 04 / 
DSNMUI / IV / 2004 tentang murabahah. 
e) Manfaat Murabahah  
Jual beli murabahah mempunyai beberapa manfaat 
bagi para nasabah dman pihak bank sendiri, diantaranya: 
1)   Bagi nasabah  
(a) Memperoleh modal yang dapat digunakan untuk 
membiayai usaha produknya, yaitu untuk 
memperkuat usaha yang telah ada atau untuk 
membentuk usaha baru.  
(b) Memperoleh sarana produksi secara terus menerus  
(kontinew). 
c) Meningkatkan pendapatan yang diperoleh akibat 
tambahan modal dalam usaha produktifnya.  
2)    Bagi lembaganya (Bank Syariah) 
(a) Merupakan sumber pembentukan kekayaan dan 
pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan usaha 
perbankan Syariah.  
                                                             
41
Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktik, ( Jakarta : Gema 
Insani Press, 2004), h. 105 
34 
 
(b) Memungkinkan bank Syariah untuk memiliki usaha 
produktif sesuai dengan kebutuhan nasabah. 
d. Berakhirnya Akad Murabahah 
     Lamanya kerja sama dalam akad murabahah tidak tentu dan tidak 
terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka 
waktu kontrak kerja yang sama dengan memberitahukan pihk 
lainnya. Namun akad murabahah dapat berakhir karena hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Dalam hal murabahah tersebut dibatasi waktunya, maka 
murabahah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. 
2) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. 
3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. 
4) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai 
pengelola usaha untyk mencapai tujuan sebagaimana 
dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban 
amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati. 
5) Modal usaha tidak ada. 
e. Wanprestasi 
     Seseorang yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi 
prestasi yang merupakan kewajiban dalam suatu kontrak yang 
telah diadakannya, maka seseorang tersebut dikatakan melakukan 
wanprestasi. Apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi 
sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat 
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melakukan wanprestasi, maka dalam hal demikian inilah seorang 
debitur dikatakan melakukan wanprestasi.  
Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa 
empat macam yaitu:  
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 
b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
yang dijanjikan  
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya 
Seorang debitur dikatakan wanprestasi dalam pelaksanaan 
perjanjian tergantung dari kontrak yang diadakannya. Apabila 
dalam kontrak yang diadakan ditentukan tenggang waktu 
pelaksanaan kontrak, maka menurut ketentuan pasal 1238 KUH 
Perdata, bahwa debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan 
lewatnya waktu yang telah ditentukan. Jika waktu tidak 
ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi tersebut perlu 
diberitahukan kepada debitur, berupa peringatan tertulis berupa 
surat perintah atau kata sejenis itu. 
Peringatan dan pemberitahuan yang diberikan kepada 
debitur merupakan upaya awal yang dapat dilakukan kreditor 
terhadap debitor. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan merupakan 
upaya untuk mengingatkan kreditor akan kewajibannya. Jika 
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melalui tahap ini debitor telah menyadari kelalaiannya, maka tidak 
diperlukan lagi upaya lebih lanjut. 
Ganti rugi yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi dapat 
berupa biaya, rugi, dan bunga yang dalam bahasa belanda disebut 
konsten, schaden en enteresten. Biaya atau konsten adalah segala 
pengeluaran atau biaya konkrit yang telah dikeluarkan. Rugi atau 
schader yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta 
benda kepunyaan kreditur, sedangkan interesten adalah kerugian 
yang berupa kehilangan keuntungan yang akan diperoleh 
seandainya pihak debitur tidak lalai. 
3. Tahawwul Al-Aqd dan Cicilan/Kedit Dalam Hukum Islam 
Fatwa DSN MUI No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang 




a) Pengertian Tahawwul Al-Aqd 
Pengertian Tahawwul Al-Aqd adalah perubahan sesuatu dari 
segi dzatnya, caranya, tempatnya, waktunya, dan hukumnya. 
Dengan demikian, tahawwul al-aqd berarti perubahan akad dari 
akad formal (tertulis) menjadi akad lain yang tidak tertulis, karena 
akad tertulis tersebut tidak terpenuhi rukun atau syaratnya, atau 
tidak sesuai dengan kedudukan/lesejatiannya.  
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b) Pertimbangan Munculnya Fatwa 
1) Bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) paa umumnya dilakukan 
secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara 
LKS dengan nasabah. 
2) Bahwa dalam hal nasabah tidak mampu membayar, maka 
diselesaikan sesuain dengan prinsim-prinsip syariah isalm. 
3) Bahwa untuk memastikan hukum tentang masalah tersebut 
menurut syariah islam, Dewan Syariah Nasional memandang 
perlu mrnrtapkan Fatwa untuk menjadi pedoman. 
c) Dasar Hukum 
1) Firman Allah SWT: 
a) QS. al-Baqarah [2]: 275 
b) QS. al-Nisa‟ [4]: 29 
c) QS. al-Ma‟idah [5]: 1 
d) QS. al-Ma‟idah [5]: 2 
e) QS. al-Baqarah [2]: 280 
2) Hadist Nabi SAW: 
a) Hadist Nabi riwayat Al-Thabrani dan Ibnu Majah dan di-
shahih- kan oleh Ibnu Hibban: Dari Abu Sa‟id Al-Khudari 
bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya jual beli 




b) Hadist Nabi riwayat Al-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-
Hakim dalam Al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadist 
ini shahih sanadnya: Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi 
SAW. Ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani 
Nadhir, datanglah beberapa dari mereka seraya 
menagatakan: “Wahai Nabiyallah”. 
Sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir 
kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang 
yang belum jatuh tempo.” Maka Rasulullah saw berkata: 
“Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat.” 
3) Hadist Nabi riwayat Muslim: “Orang yang melepasakan 
seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan 
kseulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong 
hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” 
4) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari „Amr bi „Auf: “Perjanjian 
dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka 
kecuali syarat yang mengharamkan yang haal atau 
menghalalkan yang haram. 
5) Kaidah fiqh “Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila 
ada dalil yang mengharamkannya.” 
6) “Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. 
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4. Restrukturisasi Pembiayaan 
1. Pengertian Restrukturisasi.  
Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan 
dalam kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami 
kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
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2. Tujuan Restrukturisasi.  
a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus 
menjaga kualitas pembiayaan yang telah diberikan.  
b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga 
dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk 
melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan 
kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian 
dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk 
melanjutkan kegiatan usahanya.  
c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian pembiayaan melalui 
lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian 
melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, 
biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilntya lebih rendah 
dari pihutang yang ditagih.
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3. Bentuk penyelamatan pembiayaan 
a.  Penjadwalan Kembali (rescheduling)  








Adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap 
beberapa syarat perjanjian pembiayaan berkenaan dengan jadwal 
pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk 
tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah angsuran. 
b. Persyaratan Kembali (reconditioning)  
Adalah melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh 
persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya pada perubahan 
jadwal angsuran, dan atau jangka waktu pembiayaan saja.Tetapi 
perubahan pembiayaan tersebut tanpa memberikan tambahan 
pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau 
sebagian dari pembiayaan menjadi equity perusahaan. 
a. Penataan Kembali (restructuring)  
Adalah upaya untuk melakukan perubahan syarat-syarat 
perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan, 
atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian pembiayaan 
menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa 
rescheduling dan atau reconditioning.
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a. Penurunan suku bunga 
Penurunan suku bunga pembiayaan merupakan salah 
satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan untuk memberikan 
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keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan suku 
bunga pembiayaan besarnya bunga yang harus dibayar debitur 
setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku 
bunga yang ditetapkan sebelumnya.Misalnya bunga 
pembiayaan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan 
sebelumnya pertahun 20% diturunkan menjadi 15%.Dengan 
adanya keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap 
bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dari hasil 
usaha debitur dapat dialokasikan untul membayar sebagian 
pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan 
mengembangkan usaha. Dengan demikian dalam jangka waktu 
tertentu sesuai perhitungan cash flow atas usaha debitur dapat 
diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh hutang dan 
usaha dapat berkembang kembali. 
b. Pengurangan tunggakan bunga pembiayaan 
Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah 
restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan 
memperingan beban debitur dengan cara mengurangi 
tunggakan bunga pembiayaan atau menghapus seluruhnya 
tunggakan bunga pembiayaan. Debitur dibebaskan dari 
kewajiban membayar tunggakan bunga pembiayaan sebagian 
atau seluruhnya.Langkah penyelamatan dengan menghapus 
sebagian atau seluruh tunggakan bunga pembiayaan diharapkan 
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debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan 
usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat 
digunakan untuk membayar hutang pokoknya yang tidak 
mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur atau bank. 
c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan 
Sejumlah pinjaman uang yang diberikan oleh 
kreditur/bank kepada debitur inilah yang disebut pokok 
pembiayaan yang harus dibayar kembali oleh debitur sesuai 
dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian 
pembiayaan. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan 
merupakan restrukturisasi yang paling maksimal diberikan oleh 
bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok 
pembiayaan biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan 
denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan 
ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena 
asset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan 
merupakan kerugian yang menjadi beban bank. 
d.  Perpanjangan jangka waktu pembiayaan 
Perpanjangan jangka waktu pembiayaan merupakan 
bentuk restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan 
memperingan debitur untuk mengembalikan hutangnya. 
Misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya dikembalikan 
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selambat-lambatnya pada bulan januari 2003 diperpanjang 
menjadi januari 2005. 
e. Penambahan fasilitas pembiayaan  
Penambahan fasilitas pembiayaan diharapkan usaha 
debitur akan berjalan kembali dan berkembang, yang akan 
menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk 
mengembalikan hutang lama dan tambahan fasilitas baru. 
Untuk memberikan tambahan fasilitas pembiayaan harus 
dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan 
yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur 
menanggung hutang lama dan hutang baru. Usaha debitur harus 
mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk 
melunasi hutang lama dan tambahan pembiayaan baru dan 
masih mampu mengembangkan usaha ke depan.  
f. Pengambil alihan agunan atau asset debitur  
Pengambil alihan agunan atau asset debitur dalam 
hukum dapat disebut kompensasi atau penjumpaan hutang. 
Untuk menyelamatkan kredit dengan cara ini bank/kreditur 
mengambil alih agunan atau asset debitur yang nilai jaminan 
tersebut dikompensasikan dengan jumlah pembiayaan sebesar 
nilai agunan yang diambil, maka terjadilah kompensasi. 
Dengan kata lain agunan kredit yang diambil alih bank dibayar 
dengan menggunakan kredit tertunggak. Dengan demikian 
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agunan pembiayaan menjadi milik/asset bank dan hutang 
debitur dinyatakan lunas. 
g. Konversi pembiayaan menjadi modal sementara dan pemilikan 
saham 
Konversi pembiayaan menjadi modal dalam perusahaan 
debitur merupakan salah satu bentuk restrukturisasi 
pembiayaan yang artinya sejumlah nilai pembiayaan 
dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur. 
Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari 
konversi pembiayaan tergantung hasil kesepakatan kreditur dan 
debitur. Dengan demikian bank memiliki sejumlah saham pada 
perusahaan debitur dan hutang debitur menjadi lunas.Berapa 
jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian 
berapa nilai saham yang disepakati.
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Dalam perbankan, restrukturisasi pembiayaan hanya 
dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kreteria 
sebagai berikut: 
(1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau 
bunga pembiayaan;  
(2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu 
untuk memenuhi kewajiban setelah pembiayaan 
direstrukturisasi.  
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Sedangkan bank dilarang melakukan restrukturisasi 
pembiayaan dengan tujuan hanya untuk menghindari: 
(1) Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan  
(2) Peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva 
(PPA) 
(3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual. 
 
B. Tinjauan Pustaka  
Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, 
ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti 
lakukan diantaranya sebagai berikut : 
1. Penelitian Muhammad Fahri Zaini dari IAIN Kota Metro Tahun 2015 
yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus 
Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah 
Sragen” tujuan dari penelitian ini adalah penyelesaian kasus 
wanprestasi atas permaslahan yang dirumuskan dan sesuai dengan 
tujuan yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi pembiayaan 
murabahah di Bank Syariah Sragen dengan berbagai cara penyelesaian 
yang dapat menyelesaikan wanprestasi pembiayaan murabahah secara 
musyawarah kekeluargaan, administrative, dengan melalui 
(rescheduling, reconditioning, restructuring) dan penyelesaian 
perselisihan akibat wanprestasi pembiayaan murabahah dilakukan di 
Pengadilan Agama. Tinjauan menyelesaikan kasus wanprestasi menurut 
Fatwa DSN-MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian 
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Pihutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar maka 
mempunyai beberapa ketentuan LKS ( Lembaga Keuangan Syariah) 
boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa 
menyelesaiakan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu 
yang telah disepakati, dengan ketentuan objek murabahah atau jaminan 
lainnya dijual oleh nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari 
hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melibihi sisa hutang maka LKS 
mengembalikan sisanya kepada nasabah, apabila nasabah tidak mampu 
membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya
48
. 
2. Penelitian Fadilah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 
Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Murabahah di Bank 
Bukopin Syariah Cabang Semarang” tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menjawab permasalahan tentang apakah pembiayaan murabahah 
dapat dijadwal kembali (rescheduling) di Bank Bukopin Cabang 
Semarang, kemudian bagaimana bentuk akad rescheduling pada 
pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah Cabang Semarang, 
dan bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap pembiayaan akad 
rescheduling pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah 
Cabang Semarang. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa 
pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah Cabang Semarang 
direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling). 
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Maka penelitian tersebut dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan 
murabahah di Bank Bukopin Syariah Cabang Semarang bisa di 
restrukturisasi melalui penjadwalan kembali (rescheduling). Adapun 
bentuk akadnya tetap menggunakan akad murabahah yaitu pihak bank 
tidak merubah akad hanya memperbarui akad yang lama dengan akad 
yang baru karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu 
dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan 
pembiayaan murabahab tanpa menambah jumlah pembiayaannya, 
tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan akad rescheduling pada 
pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah Cabang Semarang 
diperbolehkan karena sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 280 dan 
selaras dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang 
penjadwalan kembali tagihan murabahah
49
. 
3. Penelitian Asri Andini dari Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung Tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Rescheduling Pada 
Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah (Studi 
Kasus Pada Pt. Bprs Bandar Lampung)” Tujuan dari penelitian ini 
adalah: Untuk mengetahui dan mengambarkan mengenai pelaksanaan 
rescheduling di BPRS Bandar Lampung, untuk mengetahui kesesuaian 
rescheduling di BPRS Bandar Lampung dengan perspektif ekonomi 
Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme 
rescheduling di BPRS Bandar Lampung dilakukan dengan cara 
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memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sisa pokok yang 
ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai 
angsuran kemampuan bayar nasabah. Penerapan rescheduling dalam 
perspektif ekonomi Islam di BPRS Bandar Lampung telah sesuai 
dengan prinsipprinsip dasar ekonomi, Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 
280, dan fatwa DSN No. 48/ DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan 
kembali tagihan murabahah. Penyelesaian pembiayaan melalui jalur 
hukum apabila nasabah dalam keadaan tidak ada itikad baik. 
Berdasarkan hal ini BPRS Bandar Lampun telah sesuai dengan PBI No. 
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